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ABSTRAK 

 

Hasanah,Mauludetul, 2026 – Hegemoni Di Ruang Media Digital : Analisis Framing 

detikcom Terhadap Pemberitaan Penertiban Tanah Terlantar Oleh Kementerian  

Agraria, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

 

 Penelitian ini mengkaji bagaimana media detikcom sebagai portal berita 

digital terbesar di Indonesia membingkai pemberitaan serta menganalis praktek 

hegemoni yang terjadi dalam pemberitaan kebijakan penertiban tanah terlantar oleh 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 

dalam periode Juli–Agustus 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

bagaimana framing detikcom dalam pemberitan kebijakan penertiban tanah 

terlantar serta praktek hegemoni negara yang tercermin dalam pemberitaan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis. Data 

dikumpulkan dari 14 berita detikcom yang dipilih secara purposive dan dianalisis 

menggunakan analisis framing Robert N. Entman dengan empat elemen define 

problem, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation 

teori hegemoni untuk menginterpretasikan hasil dari framing tersebut. Untuk 

menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dokumen dengan 

membandingkan temuan framing dengan dokumen resmi kebijakan, khususnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan 

Tanah Terlantar. 

 Hasil penelitian menunjukkan : Pertama pemberitaan detikcom bergerak 

dalam tiga fase yang berbeda namun berkesinambungan. Pada fase awal, framing 

detikcom membentuk common sense  yaitu penggunakan dominasi sumber resmi 

pemerintah dalam berita. Pada fase puncak detikcom mulai menghadirkan narasi 

kritis dari pengamat dan akademisi. Namun kritik tidak menggeser legitimasi 

negara, sebuah mekanisme yang dalam perspektif Gramsci disebut war of position. 

Pada fase landai fokus pemberitaan bergeser dari substansi kebijakan menuju 

persoalan miskomunikasi pejabat, sehingga berfungsi sebagai restorasi legitimasi 

negara. Kedua framing pemberitaan detikcom secara dominan memperkuat wacana 

kekuasaan negara melalui empat mekanisme: legitimasi, normalisasi, pengelolaan 

resistensi publik dan pemulihan hegemoni. Dalam perspektif teori hegemoni 

Gramsci, detikcom tidak berfungsi sebagai ruang diskursus publik yang netral, 

melainkan sebagai bagian dari aparatus hegemoni yang aktif mereproduksi 

persetujuan sosial (consent) terhadap kebijakan agraria negara melalui mekanisme 

framing yang tampak objektif namun secara ideologis bekerja untuk 

mempertahankan dominasi wacana kekuasaan. 

Kata Kunci : Framing Media, Hegemoni, Tanah Terlantar, detikcom, Gramsci, 

Entman, Agraria, Media Digital, Civil Society, Common sense .  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

viii 
 

ABSTRACT 

 

Hasanah, Mauludetul, 2026 - Hegemony in the Digital Media Sphere: A Framing 

Analysis of Detikcom's News Coverage on the Regulation of Abandoned Land by 

the Ministry of Agrarian  

This study examines how Detikcom, as one of the largest digital news portals 

in Indonesia, framed news coverage and reflected hegemonic practices in reporting 

the abandoned land confiscation policy implemented by the Ministry of Agrarian 

Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) during the period 

of July–August 2025. 

The purpose of this study is to identify how detikcom framed the abandoned 

land confiscation policy and to analyze the practices of state hegemony reflected in 

such coverage. This research employs a qualitative method within a critical 

paradigm. The data were collected from fourteen detikcom news articles selected 

through purposive sampling and analyzed using Robert N. Entman's framing 

analysis, which consists of four elements: define problems, diagnose causes, make 

moral judgments, and treatment recommendations. Gramsci's theory of hegemony 

was then used to interpret the framing findings. To ensure data validity, document 

triangulation was applied by comparing the framing results with official policy 

documents, particularly Government Regulation Number 20 of 2021 concerning 

the Control of Abandoned Areas and Land. 

The findings reveal that detikcom's coverage developed through three 

interconnected phases. In the initial phase, detikcom's framing contributed to the 

formation of common sense through the dominance of official government sources 

in news reporting. In the peak phase, Detikcom began incorporating critical 

perspectives from observers and academics. However, such criticism did not 

undermine the legitimacy of the state, reflecting a mechanism that Gramsci 

conceptualizes as a war of position. In the declining phase, the focus of coverage 

shifted from the substance of the policy to issues of miscommunication by 

government officials, thereby functioning as a restoration of state legitimacy. 

This study concludes that detikcom's news framing predominantly reinforced 

state power discourse through four mechanisms: legitimization, normalization, the 

management of public resistance, and the restoration of hegemony. From the 

perspective of Gramsci's theory of hegemony, detikcom does not function as a 

neutral space of public discourse; rather, it operates as part of a hegemonic 

apparatus that actively reproduces social consent toward state agrarian policies 

through framing mechanisms that appear objective but ideologically serve to 

maintain the dominance of state power discourse. 

Keywords: Media Framing, Hegemony, Abandoned Land, detikcom, Gramsci, 

Entman, Agrarian Policy, Digital Media, Civil Society, Common sense  
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